BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Nagari Panyalaian Kecamatan X
Koto Kabupaten Tanah Datar
Pelaksanaan APBNagari Panyalaian sudah sesuai dengan Peraturan Bupati
Tanah Datar Nomor 21 Tahun 2020, dapat dilihat dari dana anggaran
pendapatan nagari dengan yang direalisasikan tidak mengalami defisit,
sehingga Nagari tidak kesulitan untuk mencari dana untuk menutupi
kekurangan dana yang digunakan untuk menjalankan rancangan
APBNagari yang telah dirancang sebelumnya

2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Wali Nagari dalam
melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Panyalaian
Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020
Kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Nagari Panyalaian adalah

a. penerimaan Nagari yang terbatas karena hanya berasal dari bantuan
keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten tidak mencukupi
kebutuhan nagari.

b. Anggaran yang diturunkan dalam APBNagari mengalami keterlambatan,
sehingga menjadi penghambat pelaksanaan.

c. Belanja/ pengeluaran Nagari yang diperuntukkan untuk penyelenggaraan
pemerintahan nagari, penyelenggaraan pembangunan nagari, pembinaan

masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, juga dikarenakan
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kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan anggaran
dan Tidak adanya transparansi dalam pelaksanaan APBNagari.

3. Upaya-upaya yang dilakukan Wali Nagari dalam melaksanakan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Panyalaian Kecamatan X
Koto Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020
Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Nagari Panyalaian yaitu ;

a. memperbaiki administrasi untuk dapat memilah mana kegiatan yang
penting untuk diselengarakan dan mana yang tidak penting untuk
diselenggarakan guna untuk menghindari pemborosan dana anggaran yang
terbuang dengan sia-sia.

b. meningkatkan potensi ekonomi Nagari Panyalaian guna meningkatkan
pendapatan nagari dengan meningkatkan potensi nagari diharapkan bisa
memikat para perantau nagari untuk dapat menyumbangkan dana guna
meningkatkan atau mensejahterakan Nagari Panyalaian.

c. menciptakan pemerintahan yang adil, jujur, dan transparan guna
memudahkan masyarakat untuk ikut andil dalam mengontrol dana
anggaran yang digunakan oleh nagari.

B. Saran

1. Agar ditingkatkanya kualitas perangkat nagari dalam melaksanakan tugas-
tugasnya terutama terkait pelaksanaan APBN Nagari termasuk didalamnya
perancanaan kegiatan yang akan dilaksanakan serta ketersediaan dana
yang dimiliki oleh Nagari Panyalaian X Koto Kabupaten Tanah Datar.

2. Agar pemerintahan nagari lebih memaksimalkan masyarakat dalam proses

pengawasan anggaran selain adanya BAMUS, sekaligus juga berkenaan
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dengan transparansi anggaran dalam pelaksanaan APBNagari kepada
masyarakat nagari.

. Agar pemerintahan nagari harus bisa memanfaatkan sumber pendapatan
keuangan nagari sesuai dengan Peraturan Daerah Bupati Tanah Datar
Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari
Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar untuk menambah

keuangan nagari
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